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Orinews.id|Jakarta  –  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  bakal
melarang penjualan barang bekas impor termasuk pakaian.

Pelaksana  Tugas  (PLT)  Direktorat  Jenderal  Perlindungan
Konsumen  dan  Tertib  Niaga  (PKTN)  Kementerian  Perdagangan
(Kemendag) Moga Simatupang mengatakan larangan itu akan diatur
dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Moga menuturkan selain pakaian, barang bekas impor yang bakal
dilarang untuk dijual juga meliputi barang berbahaya hingga
mesin fotokopi berwarna.

Saat  ini,  imbuhnya,  pihaknya  tengah  membahas  dengan
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  dan
Kementerian  Pertahanan  (Kemenhan).

“Ya waktu itu kan sudah harmonisasi tapi ada perbaikan dari
KLHK sama Kemenhan, saya belum update lagi,” ucap Moga di
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Kantor Kemendag, Senin (10/7).

Meski demikian, ia tak menjelaskan secara rinci kapan Perpres
yang dimaksud akan diluncurkan.

Belakangan, pemerintah tengah getol mengampanyekan untuk tidak
membeli pakaian bekas impor demi mendongkrak penjualan produk
dalam negeri.

Pemerintah  bahkan  mengancam  importir  pakaian  bekas  akan
dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari
penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki
menyampaikan  impor  pakaian  bekas  sudah  dilarang  oleh
pemerintah  sejak  2015.  Selain  merugikan  Industri  Kecil
Menengah (IKM) dalam negeri, juga tidak terjamin kesehatannya.

“Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani
penjualan pakaian bekas ilegal ini,” ujar Teten usai rapat
koordinasi  dengan  Kementerian/Lembaga  dan  e-commerce,  Kamis
(6/4) lalu.

Adapun  sanksi  bagi  importir  pakaian  bekas  yang  nekat  ini
tertuang dalam beberapa aturan. Pertama, di Undang-Undang (UU)
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir
yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan
dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5
miliar.

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi
pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang
dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana
lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan
penjualan  setelah  ada  pelarangan  ini  dan  diketahui,  maka



pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda
hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja
online  atau  e-commerce  bisa  juga  dikenakan  sanksi
administratif  berupa  pemblokiran.

Hal  ini  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan
(Permendag)  Nomor  50  Tahun  2020  tentang  Perizinan  Usaha,
Periklanan,  Pembinaan,  dan  Pengawasan  Pelaku  Usaha  dalam
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  80  Tahun  2019  tentang
Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PMSE).
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